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RINGKASAN

Pajak sebagai salah salu sumber penerimaan negara untuk membiayai
pembangunan nasional, diperlukan posisi strategis dalam  meningkatkan
penerimaan pajak, yaitu kepatuhan masyarakat sebagai wajb pajak untuk
membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

Kenyataan yang ada masih banyak ditemuw tunggakan-tunggakan pajak
yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu Rp. 13,3 trilliun pada tahun 2001, Rp.
17.3 trilliun pada tahun 2002, dan 17,1 trilliun pada tahun 2003,

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan
penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan yaitu dengan
melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen,
Penegakan hukum tersebut diantara penerapan sandera badan (gijzeling) pada
penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya.

Ketentuan sandera tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yaitu UU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137
Tahun 2000, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menten
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan
Nomor : 294/KMK 03/2003. Ketentuan sandera ini dilakukan sebagai tindakan
akhir setelah upaya-upaya penagihan pajak vang bersifat persuasif tidak
diindahkan oleh Penanggung Pajak.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan itu
sebagal bahan skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN
PAJAK PENGHASILAN™,

Rumusan masalah vang diangkat adalah :

1. bagaimana keberadaan lembaga sandera dalam bidang perpajakan ?

I

bagaimana mekanisme penyanderaan terhadap Penanggung Pajak ?

Ll

upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penanppung Pajak vang terkena

sandera 7

xiii y
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Sampal saat ini ada 70 wajib pajak vang mempunyai total tunggakan pajak
sebesar Rp. 1,17 trilliun yang terancam tindakan penyanderaan, dan sepulub wajib
pajak diantara sudah terkena pencegahan bepergian ke luar negeri. Terdapat juga
lima wajib pajak dari Sumatera Utara yang sudah terkena tindakan pencegahan ke
luar negeri. Status pencegahan tersebut akan ditingkatkan menjadi penyanderaan
apabila masih bersifat tidak kooperatif’ untuk melunasi utang pajaknya.

Dasar hukum vang dipakai untuk menganalisis permasalahan ini adalah
LU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000,
serta Sural Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.(9.01 Tahun 2003 dan Nomor:
294/KMK . 03/2003, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-218/P./2003
tanggal 30 Juli 2003.

Sandera dalam hukum pajak sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat
diundangkannya UU Drt No. 27 Tahun 1957 yang kemudian diubah melalui UU
No. 19 Tahun 1959 yang termaktub dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23.
Sandera dalam hukum pajak berbeda dengan sandera dalam hukum perdata karena
dalam hukum pajak hubungan antara “penyandera™ dengan “vang disandera”
adalah bukan antara pihak-pihak yang “finansial kuat” dengan “finansial lemah”
melainkan antara “negara™ dengan “penanggung pajak nakal™.

Penyanderaan dapat dilakukan apabila Penangegung Pajak telah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan yang mengatur
ketentuan mengenai sandera, diantaranya :

l. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah liwat 14 hari sejak

diterbitkannya Surat Paksa.

-2

Memenuhi syarat kuantitatif yaitu mempunyai utang pajak sekurang-
kurangnya Rp. 100.000.000,00.

Memenuhi syarat kualitatif yaitu Penanggung Pajak tidak bersikap kooperatif

el

untuk melunasi utang pajaknya.
4. Telah ada surat izin untuk melakukan penyanderaan dari Menteri Keuangan.
Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di Rumah Tahanan Negara

(Rutan}, selama dalam tempatl penyanderaan Penanggung Pajak vang disandera

Xy E
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mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan narapidana pada umumnya,
karena memang ada perbedaan status antara Penanggung Pajak vang disandera
dengan narapidana pada umumnya. Penanggung Pajak akan dilepaskan dari
tempat penyanderaan jika telah memenuhi salah satu svarat vang tercantum dalam
PP No. 137 Tahun 200 pasal 10 ayat(1).

Penanggung Pajak dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada
Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tindakan penyaderaan, jika gugatannya
dikabulkan Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rchabilitasi nama
baik dan ganti kerugian kepada Pejabat vang menerbitkan Surat Perintah
Penyanderaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis adalah bahwa lembaga sandera sudah
ada sejak tahun 1957, namun masih langka sekali dilaksanakan keran berhimpitan
dengan masalah hak asasi manusia dan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam
penagihan pajak serta pelaksanaannya harus selektif dan hati-hati berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya penulis menyarankan untuk dibangun tempat penvanderaan
sendini, hal ini dilakukan untuk menghindari image bahwa Penanggung Pajak
yang disandera di Rutan sama dengan narapidana pada umumnya. Perlu adanya
satu penambahan untuk dijadikan syarat dilepasnya Penangguny Pajak dari tempat
penyanderaan yaitu Penanggung Pajak dapat dilepas dari penyanderaan jika ada
putusan utang nihil dan Pengadilan Pajak. Gugatan mengenai pelaksanaan
penyanderaan akan lebih tepat jika diajukan ke Pengadilan Pajak selain lebih

memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya murah.

Xy
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara harus terus ditingkatkan
dalam upaya melaksanakan pembiavaan pembangunan nasional dengan
kemampuan sendin berdasarkan prinsip kemandirian maka sangatlah diperlukan
peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakkan vang ditunjang oleh
kondisi yang mendukung peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak ‘
merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun
demikian dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanva tunggakan pajak
yang darr waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, seperti
terlihat dalam data sebagai berikut :
Tabel I: Akumulasi Tunggakan Pajak

Tahun Nilai T||nggaka;_

2001 Rp. 13,3 Trilliun
2002 Rp. 17,3 Trilliun
2003 Rp. 17,1 Trilliun

Sumber : Ditjen Pajak (Bisnis Indonesia, 26 Juni 2003)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan terdapat peningkatan jumlah
tunggakan pajak. Tunggakan pajak tersebut belum dapat diimbangi dengan
kegiatan pencairan atau penagihan pajak kepada penanggung pajak, namun
demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat dan tahun
ke tahun.

Upaya peningkatan penerimaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara
melakukan penegakan hukum law _wgﬁn'cemwrrj di idang  perpajakan,
sebagaimana Direktoral Jenderal Pajak telah mencanangkan bahwa 2003 sebagai
tahun law enforcement, yang memberi makna harus melaksanakan kesesuaian

hukum faw in book/de jure (hukum vang tertulis dalam suatu ketentuan) dengan

1 #
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faw in action/de facto (hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat) dengan
baitk. Wujud atas penegakan hukum ini yaitu pelaksanaan pemungutan pajak
dengan sistem self assesment yang berlaku pada saat i secara konsisten dan
konsekuen.

Tindakan penagihan pajak penghasilan dalam rangka pemungutan pajak
penghasilan yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-
Undang Nomeor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19
Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan dasar peraturan
perundangan tersebut dapat memberikan penckanan vyang lebih pada
keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan
kepentingan negara.

Tugas penagihan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
(Diyen) Pajak seringkali tidak mendapat dukungan dari para penanggung pajak
karena penanggung pajak terkadang melakukan perlawanan pajak dengan bentuk
mengelak untuk tidak mau membayar pajak yang ditanggungnya. Sikap tidak
kooperatif para penanggung pajak ilu sangat merugikan keuangan negara
dikarenakan sebagian besar anggaran belanja negara dapat tertutupi oleh
penerimaan atau pendapatan dari scktor pajak.

Langkah konkret yang ditempuh pemenntah untuk memimmalisasi sikap
penanggung pajak yang tidak kooperatif tersebut adalah dengan menghidupkan
lembaga sandera badan (gijzeling) terhadap para penanggung pajak nakal vang
tidak mau membayar hutang pajaknya, melalui beberapa peraturan perundang-
undangan.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 yang
telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 Tentang
Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak,
Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Sural Paksa,
serta Sural Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menten
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan
Nomor; 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang

L


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.

Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pengurangan hak-hak asasi
manusia atas kebebasan penanggung pajak (sandera badan) telah membenkan
warna tersendin dalam kehlidupan perpajakan di Indonesia, karena lembaga
sandera ini selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para praktisi hukum,
dengan dikeluarkannya peraturan vang jelas diharapkan mampu menjamin
kepastian hukum dalam masyarakat wajib pajak.

Ketentuan mengenai penyanderaan berasal dari aturan Belanda yang masih
berlaku di Indonesia yaitu pasal 209 sampai denpan pasal 223 Het Herziene
Indonesisch Reglement (HIR) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia
yang Diperbarui dan dalam pasal 242 sampai dengan pasal 258 Rechtsreglement
Buitengesten (RBG) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Acara Hukum Untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura (Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Rebuplik Indonesia, disusun menurut sistem Engelbrecht).

Penvanderaan vyang diatur dalam HIR dan RBG sesungguhnya ditujukan
kepada orang vang tidak mampu dan yang tidak mungkin dapat melunasi
hutangnya, dan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Wirjono Prodjodikoro pernah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 24 Januan 1964
dan SE Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 vang ditandatangani
KMA Oemar Seno Adp bensi instruksi kepada Ketun Pengadilan Tingm dan
Pengadilan Negeri untuk tidak mempergunakan lagi lembaga sandera
sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG, namun demikian lembaga sandera pada
saal 1m telah dihidupkan kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SEMA RI} Nomor 1 Tahun 2000 (Bisnis Indonesia, 28
Apnl 2003).

Dalam perkembangannya ternyata KMA membuat pengecualian mengenai
penerapan lembaga sandera, yaitu vang tertuang dalam Surat KMA No.
492/ME/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965 yang ditujukan kepada Ketua Pamtia
Urusan P_iutang Negara (PUPN). Mahkamah Agung berpendapat sandera yang
dilakukan berdasarkan urusan piutang negara cks-UU No. 49 Prp/1960 adalah

#
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formil dan materiil tidak termasuk SEMA RI No. 2 Tahun 1964, mengingat

sandera vang ditetapkan berdasarkan pasal 10 UU No. 49 Prp/1960 mempunyai

sifat lain, karena !

- hubungan antara “penyandera™ dan “yang disandera” bukanlah pihak-pihak
vang “finulsial kuat” dan “finansial lemah”, melainkan antara “negara”
dengan “debitur nakal”, jadi bukan terhadap pihak yang pada umumnya
“lemah™,

- sifat kenakalan atau kecurangan pihak yang disandera tersebut menurut prosedur
pasal 10 pada umumnya telah nyata, 1alah jumlah piutang telah dirundirgkan
dan dibuat pernyataan bersama antara Ketua PUPN dan penanggung utang yang
memuat sejumlah utang yang masih harus dibayvar dan memuat kewajiban
penanggung utang untuk melunasinya.

Dengan penegasan tersebul, lembaga sandera dapat diterapkan sebagai
usaha pemaksaan terhadap debitur yang mempunyai cukup kekayaan dan
kemampuan, tetapi dengan segala dalih dan tipu daya berusaha menyembunyikan
kekayaannya agar terhindar dan kewajiban membayar utangnya (Bisnis Indonesia,
28 April 2003),

Akhir-akhir 1im masalah penyanderaan mulai dibicarakan lagi, terutama
dalam bidang perpajakan dikarenakan banvaknya kasus penanggung pajak yang
tidak mau membayar utang pajaknya vang dan tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan yang cukup memprihatinkan sehingga dapat membuat minimnya
penerimaan negara untuk membiayai beberapa program pembangunan
sebagaimana tertuang dalam Gans-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan mengenal ftindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak
sebenarmya sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat diundangkannya UU Drt No. 27
Tahun 1957 Tentang Surat Paksa yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya
UU No. 19 Tahun 1959 (pasal 15). Kenyataannya, walaupun sudah ada peraturan
tersebut Ditjen Pajak masih jarang melakukan tindakan penyanderaan dengan
beberapa alasan, seperti vang dikemukakan oleh Purwito (Dalam Bisnis

Indonesia, 14 Juli 20033 ¢
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L

g Pada periode 1959 - 1984, pajak belum menjadi sumber utama
penerimaan negara karena pembiayaan APBN masih ditopang oleh
penerimaan dari sektor minvak bumi dan gas.

b. Periode 1984 — 1987, pajak sudah menjadi sumber utama penerimaan
negara namun upaya melakukan penagihan pajak secara represif belum
dianggap perlu. Target penerimaan pajak masih bisa dicapai dengan
penagihan pajak secara persuasi.

Alasan yang lain adalah padu waktu itu belum lengkap dasar hukum untuk
melakukan tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak vaitu belum ada
aturan mengenai penempatan terhadap penanggung pajak yang terkena sandera
sebagaimana ketentuan PP No. 137 Tahun 2000 pasal 6

Dikeluarkannya SKB Menteri Keuangan dan Mentsri Kehakiman dan Hak
Asasi  Manusia  Nomor, M-02UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor
294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak vyang
Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa, membawa angin segar bagi Ditjen Pajak untuk tidak segan-segan lagi
menerapkan tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang tidak mau
membayar utang pajaknya, karena aturan mengenai penyanderaan ini sudah sukup
kuat sebagai landasan hukum proses penyanderaan sehingga diharapkan tidak ada
lagi hambatan-hambatan atau perlawanan-perlawanan dari penanggung pajak
dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan melanggar hak asasi manusia.

Penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan seperti yang dikemukakan
Kuntjoro (dalam Suara Merdeka, 29 Juli 2003), yaitu ¢

Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan secara bertahap, mulai dari sifat
persuasif sampai pada sifat imperarif (memaksa). Mulai diterbitkannya
Surat Peringatan (teguran), dilanjutkan dengan Surat Paksa, pelaksanaan
penyitaan terhadap harta benda wajib pajak atau penanggung pajak sehagal
jaminan utang pajaknya, atas harta benda tersebut dapat dilelang untuk
melunasi utang pajaknya, sedangkan tindakan penyanideraan badan terhadap
penanggung pajak merupakan pilihan alternatif terakhir setelah
diidentifikasikan bahwa penanggung pajak tidak keoperatif terhadap upaya
penagihan-penagihan pajak yang bersifat persuasif yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. (

Atas dasar latar belakang permasalahan yang penulis uraikan tersebut,

penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan skripsi

|
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dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
PENGHASILAN”

1.2 Ruang Lingkup
Ruang hingkup pembahasan skripsi imi adalak akan membahas masalah
tentang penyanderaan yang diterapkan dalam bidang perpajakan dalam rangka

penagihan pajak penghasilan,

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas
maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :
I. bagaimana keberadaan lembaga sandera dalam bidang perpajakan ?
2. bagaimana mekanisme penyanderaan terhadap penanggung pajak ?
3. upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak vang teckena

sandera 7

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan terientu yang
hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki dua

tujuan yang hendak dicapai, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus.

L.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah -
1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapat pelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
Z, Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang I'mu Hukum yang diharapkan
berguna bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum Kkhususnya dan

masyarakat umum.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :
|. Untuk mengetahui mengenai keberadaan lembaga sandera dalam bidang

perpajakan di Indonesia.

)

Untuk mengetahui dan mengaralisis bagaimana mekanisme atau tata cara
penerapan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang tidak beritikad baik
untuk membayar utang pajaknya.

3, Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya hukum apa yang dapat

ditempuh oleh penanggung pajak yang terkena tindakan penyanderaan,

1.5 Metode Penulisan
Pengertian metode ilmiah menurut Nazir (1988:42), adalah sebagai benkut:

Metode penulisan adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan,
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran
ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah vaitu
dengan mengenali, mengolah, dan merumuskan suatu data sehingga
menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ilmiak dapat dikatakan suatu
pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-
pertimbangan yang logis.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi imi menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu, seperti yang dikemukakan oleh Soemitro.R.H (1990:19)
sebagal benkut

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan  yang
dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep vang tersusun
secara teoritis, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan sumber
data sekunder, Menurut Soekanto. S (1990:15) sumber data sekunder terdiri atas
|. Bahan hukum prnimer yang berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini  yaitu peraturan

perundang-undangan yang mengatur lentang penyanderaan  terhadap

_
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penanggung pajak, antara lain : UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun
2000, dan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003.

Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum

[ %}

primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasi! karya ilmiah dari para
ahli hukum, yang tersebar dari berbagai pusat sumber informasi yang
berkaitan dengan permasalahan,

3. Bahan hukum tersier yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder vaitu kamus hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Penulisan skripsi im menggunakan studi literatur atau studi pustaka yaitu

dengan cara :

I.Mengumpulkan  peraturan-peraturan hukum  yang  berkaitan  dengan
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

2. Penelusuran teori-teon hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum
dan berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia
data atau dokumen,

3. Mengumpulkan data dengan cara mengakses internet

1.5.4 Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode desknptif
Kualitatif (non statistik), Soemitro. R.H (1990:138) menvebutkan bahwa

Metode desknpuf kualitatf yaitu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan
statistik atau angka-angka , tetapi didasarkan atas analisis vang diuji dengan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan
metode berfikir yang berangkat dan suatu pembahasan yang bersifat umum
menuju pembahasan yang bersifat khusus.
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKVUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sumber utama penerimaan negara adalah berasal dan sektor perpajakan,
berdasarkan APBN 2003 jumlah penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp.
254.140,2 milyar, seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II * Penerimaan Perpajakan APBN 2003

Jenis Pajak Jumlah (Milyar Rupiah)
A, Pajak Dalam Negeri Rp. 2417424
|. Pajak Penghasilan

- Minyak Bumi dan Gas (Migas) Rp. 14.775.7

- Non Migas Rp. 106,149, 1

2. PPN Rp. 80.789.9

3. PBB Rp. 7.523.6

4. BPHTB Rp. 2.401,7

5. Cukai Rp. 27945 6

6. Pajak lainnya Rp. 2.156,8
B. Pajak Perdagangan Internasional

- Bea Masuk Rp.  11.960,3

- Pajak/Pungutan Ekspor Rp. 4375

Jumlah . Rp. 254.140,2

Sumber: APBN 2003 (Dalam Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2003)

Berdasarkan Tabel I terscbut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan
merupakan pemasok terbesar penerimaan sektor perpajakan dalam APBN 2003,
Maka diperlukan penagihan pajak, khususnya penagihan Pajak Penghasilan yang
lebith intensif untuk memenuhi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2003
tersebut.

Kendala yang ada adalah kurangnya kesadaran dan masyarakat sebagai
wa)lb pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data

Ditjen Pajak jumlah tunggakan pajak pada setiap tahunnya selalu mengalami

g ; f
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pemngkatan yang cukup banyak. Pada tahun 2001 terdapat tunggakan paiak yang
bernilai Rp. 13,3 trilliun, tahun 2002 terdapat tungpakan pajak yang bernilai
Rp.17.3 trilliun, dan pertengahan tahun 2003 terdapat tunggakan pajak scbesar
Rp. 17,1 trilliun (Bisnis Indonesia, 26 Juni 2003).

Segala upaya tindakan penagihan pajak penghasilan yang dilakukan oleh
Ditjen Pajak kepada para penanggung pajak mulai pengiriman surat teguran atau
peringatan, penerbitan surat paksa, dan surat perintah penyitaan sering kali tidak
direspon dengan baik oleh penanggung pajak.

Sikap dari penanggung pajak vyang kurang kooperatif tersebut
mengharuskan pemerintah melakukan tindakan penagihan pajak yang lebih
bersifat represif yaitu dengan cara menyandera penanggung pajak yang tidak
kooperatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun
1997 tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun
2000 tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang
Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak.
Dan Pembenian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,
serta SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 tanggal 23
Jum 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak vang Disandera di
Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Lembaga sandera sangat urgen diterapkan atau diberlakukan dalam bidang
perpajakan, sebagai tindakan akhir yang harus ditempuh setelah upaya-upaya
penagihan yang bersifat persuasif tidak lagi diindahkan oleh para penanggung
pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya.

Dikeluarkannya SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi  Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor
294/KMK.03/2003 tanggal 23 Juni 2003 Tentang Tata Cara Penitipan
Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka sudah lengkaplah dasar hukum bagi

P —



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktorat Jenderal Pajak tanpa ragu-ragu untuk menerapkan tindakan
penyanderaan terhadap para penanggung pajak yang kurang kooperatif itu.

Selama kurun waktu tahun 2002 sebanyak 70 orang wajib pajak yang
menunggak pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan dengan jumlah tunggakan Rp. 1,17 trilliun, saat ini terancam dengan
tindakan penegakan hukum berbentuk penyanderaan dan upaya pencegahan atau
pencekalan untuk bepergian ke luar negeri, Ke-70 orang wajib pajak tersebut, 10
orang berasal dari wajib pajak vang selama ini sudah merndapal pencegahan
bepergian ke luar negeni sejak tahun 2001, sedangkan ke-60 wajib pajak lainnya
merupakan usulan baru yang disampaikan sejumlah Kantor Wilayah Pajak di
seluruh Indonesia. Ke-70 orang wajib pajak itu berasal dan pengusaha Amerika
Serikat, Kanada, Inggris, Jepang, Korea Selatan ,dan Indonesia (Kompas, 11
Maret 2003).

Selain sepuluh penanggung pajak yang sudah dicegah untuk bepergian ke
luar negri. Direktorat Jendral Pajak akan mengenakan hal serupa kepade lima
penanggung pajak lainnya. Mereka berasal dan Medan, Sumatera Utara dengan
total tunggakan pajak sebesar Rp. 54 milyar. Kelima penanggung pajak itu adalah
pengusaha berinisial ST dengan besar tunggakan Rp. 947 juta, OM dari PT, KKS
dengan besar tunggakan Rp. 47,565 milyar, IBBP dari CV. JAM dengan besar
tunggakan Rp. 3,639 milyar, Ny. DW dari CV. MP dengan besar tunggakan Rp.
278 juta, dan CBS dari PT. FP dangan tunggakan sebesar Rp. 1,6 milyar
(Kompas, 15 Maret 2003).

Dari status pencegahan kepergian ke luar negeri akan ditingkatkan menjadi
tindakan penyanderaan yang dapat dilakukan jika memenuhi syarat telah
mendapatkan surat paksa penagihan pajak selama 14 hari sejak diterimanya surat
paksa tersebut dan nilai kewajiban pajak yang tertunggak mencapai Rp,
100.000.000,- dan wajib pajak tidak menunjukkan etikad baik untuk membayar
utang pajaknya (Kompas, 11 Maret 2003).
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan penyanderaan dalam bidang perpajakan,

peraturan-peraturan itu antara lain ialah

I.UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- Pasal 1 angka 21

“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung
Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu’
- Pasal 33

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyal utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baikaya dalam melunasi utang
pajak.

(2) Penyanderaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksznakan
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan vang diterbitkan oleh Pejabat
setelah mendapat izin tertulis dart Menteri atau Gubernur Kepa'a Daerah
Tingkat |,

(3) Masa penyanderasan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpenjang
selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya
a. dentitas Penanggung Pajak,

b. alasan penyanderaan;

¢. 1zin penyanderaan,

d. lamanya penyanderaan; dan
e. tempat penyanderaan,

(5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang
beribadah, atau sedang mengikuti sidang  resmi. atau sedang mengikut
Pemilihan Umum.

(6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemenintah

- Pasal 34

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,

b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan
itu telah terpenuhi;

¢, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; atau

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1.
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(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf ¢, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis
kepada kepala tempat penyanderaan sebaguimana tercantum dalam Surat
Perintah Penyanderaan.

(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negen,
(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas
masa penyanderaan yang telah dijalaninya.
(5) Besarnya ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari. |
(6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (5) |
ditetapkan oleh Menteri |
(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir,
- Pasal 35
“Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang
pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak”,
- Pasal 36
“Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi
nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan
Pemerintah™.
2, PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan,
Rehabilitasi Nama Baik Penanggurg Pajak. Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dzn Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor:
294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak yang
Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Fajak dengan
Surat Paksa. )
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 tanggal 30
Juli 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian

Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

i"
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pajak
A. Pengertian Pajak
Menurut Mugodim (1999:1) bahwa, “Kata pajak dipunakan untuk
menerjemahkan istilah bahasa asing seperti, belusting (Bahasa Belanda), rax
(Bahasa Inggris), steuer (Bahasa Jerman)”.
Beberapa ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda. diantaranya
adalah :
1. Menurut Soemitro, R (dalam Brotodihardjo, 1991:6) menyatakan bahwa:
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving

yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik invesmens”

2. Menurut Smeets (dalam Brotodiharjo, 1991:4) menyatakan bahwa;

Pajak adalah prestasi kepada pemenntah yang tertuang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang
dapat ditunjukkan daam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.

3. Menurut Sommerfeld (dalam Muqodim, 1999:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dan

sektor swasta kepada sektor pemerintah berdaserkan peraturan tanpa

mendapat suatu imbalan yang langsung dan seimbang, agar pemerintah
dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian tentang pajak di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari
scktor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas ncpara)
berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada
kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara
individual dan hasil penenmaan pajak tersebut merupaiian sumber penerimaan
negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan.

|
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Ciri-cin yang melekat atas pengertian pajak menurut Muqodim (1999:2) adalah *

a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor
negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak
adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Berdasarkan undang-undang, artinya bahwa walaupun negara
mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus
memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakvat dengan menyetujul
undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang
berarti bahwa pemungutan dapat dipaksakan.

¢. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara
individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi
rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungan secara langsung
dengan besarnya pajak. Imbalan negara kepada rakval sifatmya tidak
langsung.

d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin
maupun pengeluaran pembangunan.

Dart keempat ciri tersebut yang paling menonjo! adalah ciri yang kedua
karena dalam suatu negara vang modern dalam hal penarikan pajak harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku schingga dikenal
dengan istilah ne taxtion without representation yang artinva bahwa tidak ada
pajak tanpa ada persetujuan dari wakil rakyat. Dalam sistem hukum undang-
undang harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat atau Dewan Perwakilan
Rakyat sebelum diundangkan. Dalam pembicaraan mengenai  syarat-syarat
pemungutan pajak yang demikian merupakan syarat yuridis dengan tujuan agar
tercapai keadilan dan adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan
pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 A UUD 1945 menetapkan bahwa
“pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untik keperluan negara

diatur dengan undang-undang”.

B. Jenis-Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2002:5-6), pajak dapat dibagi berdasarkan jenis-

jenisnya, antara lain
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1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, vaitu pajak vang harus dipikal sendiri oleh wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

* Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhimya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Misalnya : Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b. Pajak objektif, yaitu pada yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan
Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, vaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayaai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN).
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan Bea Materai,

b. Pajak Daerah, yaitu pajak vang dipungut oleh Pemerintahan Dacrah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh;: Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bangsa
Asing,

L e}

C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak
1. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak di sini membicarakan negara mana yang berhak
memungut pajak. Menurut Muqodim (1999:23), dalam pemungutan pajak
penghasilan ada tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu -

a. Asas Domisili
Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal
seseorang dalam suatu negara, Dalam asas ini negara tempat tinggal
seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seorang tersebut tanpa
melthat dari mana sumber penghasilan atau pendapatnya diperolch dan
tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

b. Asas Sumber
Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung dari atau didasarkan pada
adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara
Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan
tersebut berhak memungui pajak tanpa memperhatikan domisili dan
kewarganegaraan seorang wajib pajak.
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¢. Asas Kebangsaan
Asas i disebut juga asas nationalitier, yaitu asas pemungutan pajak
yang didasarkan pada kebangsaan seseorang, veng berhak memungut
pajak atas seseorang adalah negara vang menjadi kebangsaan orang
tersebut,

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak memtahas tentang cara yang dipergunakan untuk
menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang,
Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, seperti vang disebutkan
oleh Mugodim (1999:8), vaitu :

a.  Official Assesment System
Cfficial  assesment  system adalah  sistem pemungutan pajak yang
menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh
wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus.

b. Self Assesment System
Self asesment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan
bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak
dihitung sendiri oleh wajib pajak.

¢. With Holding System
With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan
bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiza. Pihak
ketiga artinya bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak. Contoh
pihak ketiga yang menghitung pajak yang terutang adalah : konsultan
pajak, akuntan pajak, akuntan publik, wajib potong, dan wajib pungut.

2.3.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) diatur melalui UU No, 7 Tahun 1984 vang telah
mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kalinya diubah dengan UU No.
17 Tahun 2000,

Undang-undang PPh mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima
atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh menganut
asas materiil, artinya penentuan menganai pajak terutang tidak tergantung kepada
surat ketetapan pajak.

A. Subjek dan Wajib Pajak

PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya
dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak yang dimaksud dalam UU
No. 17 Tahun 2000 pasal 2 adalah :

_r
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l. a. orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagi satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

2. Badan, terdini dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama
dan bentuk apapun, firma, kongsi, kopersai, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

I. Subjek pajak dalam negeri

2. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau
memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi
wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan vyang diterima dari sumber
penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah

memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

B. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan bentuk apapun,

Menurut Mardiasmo (2002:110), Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan
menjadi ;

1. Penghasilan dani pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebgainya.

Penghasilan dari usaha atau kegiatan

Penghasilan dari modal atau pengpunaan harta, seperti sewa, bunga,
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan,
dan sebaginya.

Lid fd
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4. Penghasilan lain-lain, yaitu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah
satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
a. Keuntungan karena pembebasan utang,
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
c. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
d. Hadiah undian.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Berdasarkan UU NO. 17 Tahun 2000 pasal 7, besarnya PTKP setahun yang
berlaku saat ini adalah
I. Rp. 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami, dengan syarat:

- Pengasilan istri tidak semata-mata diterima ataui diperoleh dari satu
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam
Undang-undnag PPh pasal 21, dan

- Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas
suami atau kelompok anggota keluarga yang lain.

4. Rp. 1.440.000,000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarahh dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus setu derajat serta anak anpkat

yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

D. Tarif Pajak
Sesual dengan UU No. 17 Tzhun 2000 pasal 17, besarnya tarf pajak

penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap

adalah :
1. Wajb pajak orang pribadi dalam neperi
i Lapisan Pengasilan Kena Pajak Tarif Pa ja]; —‘
Sampai dengan Rp. 25.000,000,00 Yo
| Di atas Rp, 25,000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 10 % |
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 | 15 % J

ﬁﬂ.
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' Di atas Rp, 1000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00 | 25 %
Di atas Rp, 200.000.000,00 i 35%

2. Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Pengasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
‘Sampai dengan Rp, 50.000.000,00 | 10 % |
" Di atas Rp, 50,000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 15 % |
"Di atas Rp. 100.000.000,00 ‘ 30 % ‘

2.3.3 Kedudukan Hukum Pajak
A. Pengertian dar. Pembagian Hukum Pajak
Brotodihardjo (1991:1) memberikan definisi dari hukum pajak, yaitu -

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat
dengan melalui kas negara, sehinga ia merupakan bagian dari hukum publik
yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang
atau badan-badan (hukum) yang kewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Mugodim (1999:8) menyatkan bahwa, “Hukum Pajak dapat dibagi menjad
2 macam , yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formiil”,
Brotodihardjo (1991:43) menyebutkan bahwa

Hukum Pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-
keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum vang harus
dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar
pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya,
dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan
wajib pajak.

Muqodim (1999:10) berpendapat bahwa, “Hukum Pajak formiil adalah
peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil
tersebut di atas menjadi suatu kenyataan atau realisasi”.

Hukum pajak formil antara lain memuat :
|.  Tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak,

2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan,

I:'
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3. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan,

4,  Prosedur mengajukan surat keberatan, banding, dan sebagainva.

B. Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-Hukum
yvang Lain
Menurut Soemitro R (dalam Mardiasmo, 2002:4), Hukurn Pajak mempunya
kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

I. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lainnya.

2. Hukum Pubhik, mengatur hubungan antara Pemenntah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
c. Hukum Pajak
d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dan Hukum

Publik.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa :

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis
derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih dintamakan dari
pada peraturan umum atau Jka ketentuan belum diatur dalam ketentuan
khusus, maka akan berlaku ketentuan yangd 1atur dalam peraturan umum.
Dalam hal i1 peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan
umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya

Mugodim (1999:12) menyatakan bahwa:

Hukum Pajak mempunya: hubungan atau sangkut paut dengan Hukum
Pidana sebagai mana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi . " Ketemtuan dari perbuaian bab pertama
dari buku int berlaku juga terhadap perbuatan vang dapat dihukum
menurul peraturan undang-undang vang lam, kecuali ada undang-undang
atau ordonansi menentukan lain".

Ketentuan dalam kutipan di atas berarti bahwa dalam hal Hukum Pajak
tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam kaitannya dengan perbuatan
tertentu maka pelanggaran atau kejahatan dalam bidang pidana pajak dapat
dikenai sanksi sebagaimana dalam KUHP.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata adalah Hukum Pajak

menjadikan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada

I
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dalam lingkungan perdata sebagai sasaran pajak atau dijadikan ratbestand dalam
ketentuan perpajakan. Contoh keadaan, peristiwa, dan kejadian dalam lingkungan
perdata adalah penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak

karena wansan, sewa menyewa, dan jual beli.

2.3.3 Utang Pajak
A. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 8
adalah .

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan-undangan perpajakan.

Terjadinya pajak berarti telah terjadi peralihan harta tanpa ada perikatan
perdata, tetapi pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari represcntasi
rakyat melalui perwakilan rakyat (DPR), oleh karena itu utang piutang pajak sama
seperti halnya utang piutang perdata artinya sah secara hukum. Hanya saja
terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang
tersebut serta penyebab timbulnya utang piutang,

Utang pajak timbul karena undang-undang aiau peraturan saja, bukan akibat
adanya perjanjian atau perikatan perdata antara kreditur debitur, penjual pembeli,
tetapt pihak yang terlibat dalam pajak adalah wajib pajak dan ncgara. Negara
dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak.

Menurut ajaran materiil yang dikemukakan Brotodihardjo (1991:112)
sebagai berikut:

Timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa
diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat - terdapatnya
suatu fatbestand karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak
dihubungkan dengan adanya suatu tatbestand, vang terdiri dari keadaan,
perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Menurut ajaran formiil yang dikemukakan Muqodim (1999:13) adalah :
“Utang pajak timbul bila sudah ada ketetapan pajak dari pemerintah (fiskus)”.

PR
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Dalam ajaran im1 walaupun sudah terpenuhi adanya fathestand namun bila belum
ada surat ketetapan pajak dari fiskus maka berarti belum ada utang pajak.

B. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak pada waktunya akan berakhir. Berakhirnya utang pajak
pertama-tama disebabkan oleh pembavaran yang dapat dilakukan ke kas negara
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tempat lain ini
misalnya bank, kantor pos dan giro. Selain pembayaran dan pelunasan utang
pajak, menurut Waluyo dan Wirawan (2000:12), pajak dapat berakhir melalui
cara-cara sebagai berikut :

1, Kompensasi
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang dengan tagihan
seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu keompensasi
terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan
pembayaran pajak. Jumlah kelebithan pembayaran pajak vang diterima
wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lain
yang terutang,
Penghapusan
Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi
diberikannya karena keadaan wajib pajak misaknya keadaan keuangan
wajib pajak.
3. Daluwarsa
Daluarsa diartikan schagai daluarsa penagihan.
Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu
scpuluh tahun terhitung sejak saal terutangnya pajak atau berakhirnya
masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak vang bersangkutan. Hal
ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak bisa
ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain,
apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa,
4. Pembebasan
Utang pajak berakhir dalam arti semestinva tetapi karena ditiadakan,
Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pckok pajaknya tetapi
terhadap sanksi administrasi.

2

C. Penagihan Utang Pajak
Menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal | angka 9, menyatakan
sebagai berikut:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penangpung Pajak
melunast utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

R
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mempenngatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang vang telah disita.

Muqgodim (1999:15) menyatakan bahwa, “penagihan utang pajak secara
teontis dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu penagihan pasif dan penagihan
aktif”.

Penagihan secara pasif meliputi dua tahap sebagai berikut :

l. Penyerahan ketetapan pajak maupun tagihan pajak : Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajuk (STP).

2, Apabila ketetapan pajak diserahkan dan sampai batas waktu pembayaran
belum memenuhi kewajibannya maka tindakan berikutnya adalah dikeluarkan
surat teguran.

Penagihan secara aktif adalah penagihan menggunakan Surat Paksa dan
dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan penyanderaan. Dalam hal wajib pajak
lalai melaksanakan kewajiban pelunasan utang pajak dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut pada langkah penagihan
secara pasif, penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak
melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran,
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak harus melalui beberapa
tahapan yaitu :

1. Surat Teguran

Surat teguran diterbitan oleh Pejabat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh
tempo pembayaraan utang pajak.

2. Penag-ihan Seketika dan Sckahigus

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat
apabila ;

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk sclama-lamanya atau

bermat untuk itu

._
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b. Penanggung pajak menghentikan atas secara nyata mengecilkan keziatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun

memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasainva;

2

Terdapat tanda-tanda penangung pajak akan membubarkan usahanya atau
berniat untuk itu;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
e. Terjadi penyitaan atas barang penaggung pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.
Surat Paksa
Surat paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak

Lid

melunasi uatng pajaknya setelah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
sejak diterbitkannya surat teguran,

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada “wajib pajak” untuk
membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” (sesum Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000),
Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan untuk dijalankan (cksekutorial),
sebagaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat gewijsde vaitu
keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (witerlike gewijsde),

Surat Paksa hanya dapat dikeluarkan oleh Direkiorat Jenderal Pajak bila
memenuhi beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun
2000 yang berbunyi :

“Surat paksa diterbitkan apabila :

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b.Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau

c. Penangung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak™,

Surat paksa dapat dilanjutkan tindakan penyitaan dan atau penyanderaan jika
telah liwat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa

dibenitahukan oleh Juru Sita kepada Penanggung Pajak.

..
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4. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang
penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberimahukan kepada
penanggung pajak.

5. Pelaksanaan Pelelangan

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang
yang disita melalu Kantor Lelang apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan
pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak penyitaan. Penjualan secara lelang dilakukan
melalui Kantor Lelang dan dilaksankan paling cepat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

6. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung
pajak tertentu untuk keluar dan wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan
alsan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung
pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.

Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan penagihan pajak adalah
sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan UU No 19 Tahun 2000 Pasal 1
angka 5 menyatakan :

Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan
Scketika atau Sekalipus, Surat Paksa, Suart Perintah Penyitaan, Surat
Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit,
Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain vang
diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan derngan penanggung pajak
tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang
atau peraturan daerah.

:
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Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk melakukan tugas
penagihan pajak, seperti yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 2
avat (1) dan ayat (2) yang berbunyi

(1) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak
pusat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. untuk penagihan pajak
yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan menunjuk Kepala
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk penagihan pajak vang meliputi
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Taneh dan
Bangunan.

(2) Pejabat yang ditunjuk Menteni Keuangan untuk penagihan pajak daerah
adalah Kepala Dinas Pendapatan Derah, vang meliputi penagihan
untuk Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Kendaraan Bermotor

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejubut yang berwenang

melakukan tugas penagihan pajak penghasilan adalah Kepala Kantor Pelavanan

Pajak.

2.3.4 Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik
yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh
usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit
pemasukan pajak sebagai sumber negara.

Brotodiharjo (1991:13) menyatakan bahwa, “perlawanan pajak  dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu © perlawanan pasif dan perlawanan aktif”
I, Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dan hambatan-hambatan yang mempersukar
pemungutan pajak yang erat Kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara,
perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan
pajak itu sendiri
2. Perlawanan Akuf

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yangs ecara langsung

ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha itu

dapat dibedakan memnjadi 3 (tiga) cara :
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a) Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dapat dihindarkan dengan tidak melakukan kegiatan-
kegiatan yang menjadi fathestand. Misalkan menghindari pajak dengan cara
menahan diri tidak melakukan kegiatan, mengganti pemakaian barang kena pajak
dengan barang lain yang tidak kena pajak. Penghindaran diri dari pajak tersebut
disebut tax saving.

b) Pengelakan pajak

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu
menyembunyikan keadaan-keadaan vang sebenarnya. Contohnya adalah membuat
pernyataan tidak benar. membuat laporan tidak benar, membuat dokumen palsu,
dan lain sebagainya.

Pengelakan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang atas ketentuan peraturan perpajakan, Pengelakan pajak seperti ini
tergolong sebagai tax evasion.
¢) Melalatkan pajak

Melalatkan pajak meliputi tindakan menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas vang harus
dipenuhi  berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah
menggagalkan penyitaan bila sudah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan
barang-barang  sckiranya dapat disita oleh jurusita dengan cara

memindahtangankan atas nama isteri atau anaknya.

2.3.5 Peradilan dalam Hukum Pajak

Perselisthan di bidang pajak paling tidak melibatkan dua belah pihak, dan
salah satu pihak yang berselisih tersebut adalah pihak administrasi, yang dalam
hal ini adalah pemerintah (fiskus) sehingga peradilan pajak tergolong sebagai
peradilan administrasi.

Menurut  Mugodim  (1999:36), “peradilan admimistrasi pajak adalah
peradilan untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan mengenai pajak”.

Peradilan Administrasi Pajak dapat dibedakan menjadai 2 (dua) macam,

yaitu;

4
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1. Peradilan Administrasi Murni

Peradilan Adminitrasi Murni adalah suatu peradilan administrasi yang
memenuhi empat unsur yaitu
a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum vang dapat

diterapkan pada suatu persoalan,
b. Adanya suatu perselisihan hukum konkret,
Adanya sekurang-kurangnya dua pihak,
d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Selain syarat tersebut masih ada dua unsur lagi vaitu :

a. Bahwa salah satu pihak yang berselisih harus administrasi yang menjadi
terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya,

b. Dapat diterapkan Hukum Publik dan Hukum Administrasi Negara terhadap
persoalan vang diajukan,

Ciri khas yang melekat pada peradilan administrasi murni adalah adanya
hubungan segitiga antara dua pihak yang berselisih dengan badan atau pejabat
yang mengadili.

Contoh dari peradilan administrusi di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak
yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002,

2. Peradilan Administrasi Tak Murni

Peradilan Administrasi Tak Murni adalah peradilan yang tidak sepenuhnya
memenuhi unsur atau Syarat-syarat peradilan administrasi murni. Dalam banyak
hal, peradilan administrasi tak murni adalah peradilan di mana yang mengadili
adalah badan atau pejabat yang termasuk bagian salah satu pithak yang berselisih.
Dalam perpajakan peradilan administrasi tak murni adalah penyelesaian
perselisihan pajak atas keberatan yang diajukan oleh waiib pajak. Atas keberatan
tersebut maka yang berwenang memutus adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi perselisihan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak seperti
tercermin pada adanya keberatan tersebut diputus sendin oleh salah satu pihak
yang berselisih yaitu Direktorat Jerderal Pajak. Oleh karepa itu disebut peradilan

tak murmni karena tidak memenuhi persvargian peradiian administrasi murni.

ST
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Peradilan untuk memberikan keputusan atas surat keberatan tersebut merupakan

contoh dan Peradilan Doleansi atau Peradilan Semu.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan, yaitu
I. Lembaga sandera dalam hukum pajak bukan barang baru dalam upaya
penagihan pajak, karena lembaga sandera yang dikenal dalam hukum pajak
sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat diundangkannya UU Drt No. 27 Tahun
1957 Tentang Surat Paksa yang kemudian diubah dengan dikeluarkannva UU
No. 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan terakhir
diubah melalui UU No. 19 Tahun 2000 namun masih langka sekali diterapkan
karena penerapan tindakan hukum yang berwujud penyanderaan ini sangat
berhimpitan dengan hak asasi manusia maka diperlukan kehati-hatian dalam

pelaksanaannya dan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penagihan pajak.

| ]

Pelaksanaan tindakan penyanderaan harus memenuhi syarat kuzntitatif dan
kualitatif’ dan berdasarkan prosedurtata cara yang berlaku vaitu PP No. 137
Tahun 2000 yang merupakan hukum formilnya, untuk melaksanakan hukum
materiilnya yaitu UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 33 — 56, dalam rangka
mewujudkan /law enforcement dalam hukum pajak.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak yang disandera
adalah berupa gugatan kepada pengadilan negeri, bila dikabulkan dapat

mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi kepada Fejabat.

4.2 Saran
Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam skrips: 11,
penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan
permasalahan yang dibahas, yaitu
l. Berkaitan dengan penitipan penanggung pajak yang disandera di Rumah
Tahanan Negara, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak segera membangun

tempat penyanderaan sendiri, supaya Penanggung Pajak yang disandera

47 4
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terhindar dan persamaan image bahwa penanggung pajak yang disandera sama
dengan pelaku tindak pidana yang dipenjara di Rumah Tahanan Negara,
karena jika penanggung pajak yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan
Negara berarti penanggung pajak yang disandera tersebut ditempatkan
bersama-sama dengan pelaku tindak pidana seperti: pencuri, pembunuh,
pemperkosa dalam satu Rumah Tahanan Negara, sehingpa dapat menimbulkan
image kurang sedap dalam masyarakat, bahwa penanggung pajak tersebut
sama halnya dengan pelaku tindak pidana.

Sesual dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan penyanderaan
terhadap penanggung pajak, sebaiknya penyanderaan dilaksanakan terhadap
penanggung pajak yang sudah kehilangan hak untuk mengajukan banding ke
pengadilan pajak atau sudah ada putusan pengadilan pajak yang menolak
permohonan banding penanggung pajak, supaya tidak terjadi kasus jika
pengadilan pajak menghapus utang pajak dari penanggung pajak vang sedang
menjalam sandera sedangkan tidak ada dasar hukum yang jelas dan kuat untuk
membebaskan penanggung pajak tersebut dari tindakan penyanderaan. Untuk
mengantisipasi timbulnya kasus semacam ini sebaiknva ketentuan dalam UU
No. 19 tahun 2000 Pasal 34 ayat (1) Jo PP No. 137 tahun 2000 Pasal 10 ayat
(1) segera diadakan perubahan dengan menambahken syarat dilepasnya
penanggung pajak yang disandera yang berkaitan dengan kasus di atas, yaitu
penanggung pajak dapat dilepas dari penvanderaan jika ada putusan utang
nihil dari pengadilan pajak.

Terhadap gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan sebaiknya diajukan ke
pengadilan pajak karena kasus im masuk dalam kompetensi atau kewenangan
dari pengadilan tersebut, dan akan lebih memenuhi asas peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya murah.
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Lampiran | : Formulir Surat permohonan izin melakukan penyanderaan

DEFPARTEMEN KEUANGAN REFUBLIK INDOMES]A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAN ..

MANTOR PELAYANAN F-"A._.'F‘-.H PFB

Mo 5. LT |ﬂ|
Lamp, i1 Ifs.-.mu,- sl
Hal Permeohanan lzin Melakukan Penyanderaan

¥ih. Direkiw Jenderal Pajak
u.p Direklur Pemeriksaan Penyidikan dan Fenagihan Pajak
| Jakaila

Sehubungan dengan pelat.sanaan Pasal 33 Undeng-undang Momu 19 Tahin 1887 leylmg Panagihan Fajak dongan
Sural Paksa sepagaimans telah diubah tarakhic tlangan Undang-undang Momol 16 1 ahue 2000, dhennan |r'|!-aE|"n||‘|‘|C|'|[jH’uHﬂI'|
permahicnan izin melakukan penyanderaan lernadap Waijin f Pajak/Penanggung Fajak (w0 1 sebagal berikut

| IDENTITAS WPIPP

1 Mama Wajih Pajak
2. MNPWP
3 Alamal et A PA R
4, Nama Henanggung Jsalak v T bl
5 NPWP (jika ada) - AP o - S
€ Alamial S - AN 1
7. Jabatan T & = L
8, UmudTanggal lahi !
g, Jenis Keiamin S
10 Agama 2
11, Kewarganagaraan
12. Nomar ldenlitas
. ALASAMN PENYANDERAAN
: | Juimiah hulang pajak: Rp.. i
2.  Penerbitan Surat Paksa Nnnmr v TANGEA ditzetitalinl an kepada WPIPP

tanggal ..
3 Dlragukan it |kad baikrya dalam pelunasan pajak. ainlad lain |

Berkenaan dengan hal tersebut, kaml mengusulkan agar penyanderaan lerhadap W yang namanya larcanium di

alas dilaksenakan unluk .......... bulan,
Untul: memenuhi persyaratan izin penyanderaan, bersama i 1slampie dizampooran larmulic can dokumen
perdukurgnya sebagaimana dimaksud dalam Kepulusan Direktur Janderat Pijak Nomo P 2003 Tanggal ...

lentar,q Patunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberan Rehabillas: Mama Baik Heonaogaig Pajak yang Disandera
Demikian disampaikan, apabila Bapak {idak berpendapat lain melon dapal dipiases B Im. Lot

Kepala Katwr KPRIKPRBE

[
g BHP
Tambusan
- Kepala Kentar Wilayah ..., DJP
Warta Perundang-undangan No. 2288/Kamis, 04-09-2003 [-7
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|

T
tama \Wajib Pajak
NPWP
Alamat
KFP/IKFFPEB
1. Daftar Rincian Tunggakan Fajak
: — i - |
| M. No; Jumiah Fengurangan Junian Zaldg Kel.
aTP Tunggakan S5P Pk SK Keb Pangirangan Turggakai
SKP (" (Rp) (Rp)
1 2 3 4 ] 7 B g
| = . —t
2. Upaya Hukum Yang dilakukan Waijib PajakiFP
Jems Mamar SuratTangaal Puliisan HKelerangan ‘
1, KeberatanPl ‘
2 Banding
3. Peninjauan
Kembali ke MA
3, Tindakan Penagiban Akl
MWo. Tindakan Penagihan Mo.Manggal Memar wnmnlah el
Kelstapan I ringgakan
L 2 3 4 5 6
1. Sural Teguran
d Sural Paksa
3 SPMP
4, Pengumuman Lelang
8. Lelang
6. Fencegahan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 11 : Formulir surat perintah penyanderaan

OEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENCERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKI/PEE

. ke bbb i PP TR T T e

SURAT PERINTAH PENHNEEIE.{A_N

Padimbangan : lUniuk kepenlingan penagihan pajak dalam rangka mengemansan peneninnnn - keuangan negara et
dilakukan lindakan penyanderaan,

Casar : 1 Pasal 33 Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1987 senagaimana latan iliiibah dengan Undang-

Undang Nemaor 18 Tahun 2000 tenlang Penagihan Pajak dengan Soral Paksa;

3 paraluran Pemesdnah Nomar 137 Tahun LRO0 lsnlang Tempal dan [dln Chara Panyanleraan,
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pembenan Ganti Rugl dalam Fangka Penagihan
Pajak dengan Sural Paksa;

3. Keputusan Bersama Menteri Kevangan dan Mentirl Kehakunan dan | lak Anasi Mantsia Nomer
M-02 UM, 00.C1 Tahun 2003 dan Nomor © 204/KMIK.03/2003 tangpal 25 Juai 20033

4. Sural Paksa NOMOE: .o ENGHE1 ., - dan Berila Acara Pemberitahuan Surat

Paksa Nomor hililiiilss tanggal vl

on

Sural izin penyanderaan dari Menleri Keuaniaan Flomar

DIPERINTAHK AN
1, Mama/NIP
Pangkat b o e e
Jabkatan Jurusila Pajak
2. ‘Nama
Fangkal
Jabatan
3. MNama
Pangkal
Jalalan
LjatbLik 1 3. Melakukan Ponyandaraan terhadays Fenanainmy Paak denggauy donlites sebagal berikul
“aria
T=npatfigl lahir
Alamal
Warta Perundang-undangan No. 2288/ Kamis, 04-09-2003 J-4
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Pekerjaan

[Kewarganegaraan:

Agjdma

b, Punyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Fajak mempunyai utang pajak sebasar

. Penyanderaan diiaksanakan unituk ... bulan dan Penanggiing Pajak dite vipatkan di .

5 Memiiiat Berita Acara Pelaksanaan Penyanileraan pada saal Penangguntg §

"

Fajak ditermpatkan di

lampal rlrsl‘u,randerann.-'rulﬂah tahanan neqara.

Eada Bar 0] e 1800581 i

yann disandara.

Ying MenerimafFanangaung

Pajak yang Disandera

Dikeluarkan di
Padla tanggal
Kepala Kanlor Kantar Palayanzn PajakiPBE

Sural Perintah Penyanderaan diseralikan kepada Penanggung Pajak

yang Monyerahkan/iJurusita Pajak

| | {75 f Bl —raiits ot
Wooie Perundang-undangan No. 228¢ Acamis, 04-08-2003 =10
/
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Lampiran I1I : \
Formulir surat permintaan bantuan untuk menangkap penanggung
pajak yang akan disandera yang melarikan diri atau bersembunyi

HEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH Lo s
KANTOR PELAYANAN PAJAKIPER ..........
Mamaor | - S Tanggal
Lamp. : 1 (salu) set
Hal : Fermintaan Bantwan untuk Menangkap

FPenanggiing Fajak yang arkan Disandera
yang Melarikan Oiri alau Bersembuny|

flh. Kepala Kepalizian Resor!
di

sehubungan dengan pelaksianaan Pasal 33 Undang-undang Nomer 18 Tanun 1997 tenlang Fenagihan Pajak dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang INamar 18 Tahun 2000, talah diterbitkan Sural
Perintan Penyanderaan aleh Kantor Pelayanan Pajak/iKantar Pelayanan PEE Nomor langgal ...
kepada Jurusita Pajak atas nami

MamaiNIP

Pangkal‘golongan A vl

Jakalan tdururia Pajak

Hnit Kerfa I

Alamat kanlor

Mengingat Penanggung Pijak yang akan disanuera lidak dapal dilemuican karena maliskan din atau barsemhunyl
danyan inf kami mohan banfuan Saudara urituk melakukan penangxapan lerhadap Fenpnonnng [2ajak dengan itlanlitas
sebagal berikul

Mama Wajih Pajak

MNEWE

Alamal

Mama Pananggung Paiak

WRWP (jika ada)

Alamal

Jabatan

Umurf Tanggal lahir

Jeiis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Momor lagnlilas (KTR/SIMI? aspar)

Demikian disampaikan, alas kerfjasamanya diucapkan terima kasi

Mapala Kanln SFRKPPRO

Mama .
MR-
Temhusan
- Kepala Kantor Wilaval ..., 0P A
vwana Perundang-undangan o, 2288/Kamis, 04-09-2603 =11
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Lampiran IV : Formulir surat pemuiniagn bentuan pelaksanaan penyanderaan

DEFARTENEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESI|A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RKANTOR WILAYAH ... cvevnimmmnnininiminagae
HANTOR PELAYANAN PAJAKIPER ..........,
Momar | BBt Tangoal
Lamp. f 1 (satu) sel
fHal : FPermintaan Bantuan

Pelaksanaan FPenyanderaan

Yih, Kepala Kepolisian Resont ...
di

Sehubungan dengan peiaksanaan Pasal 33 Undang-undang Momuor | 8 Tahuan 1557 wmlany Panaginan Pajak dengan
Surat Paksa sebagaiimana te'ah diubah lerakhir dengan Undang-undang Mamar 18 [ ki 2000, dengan int kami molicn
banluan Saudara kepada Jurusila Pajak atas nama ;

MNama/IP

NPWF

Alamal

Nama Penanggung Pajsk

NPWP (jika ada)

Atamal

Jabatan
UmurTanggal lahir
Jenis Kaelamin
Agama
Kewsarganegarasn
Momaor ldenlitas
{KTRISIM/IPaspar)

Demikian disampaikan, atas kenasamanya divcapkan tanma kasil

Bl e atlor KPPRPRETE

[ £ B S = ==
Tembusan
. Kepala Kantar Witayah ., [1F
Wit Perundang-undangan Ne. 2288/ <amis, 04-08-2003 12
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Lampiran V : Formulir berita acara pelaksanaan penyanderaan

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYAINDERAAN

RIS st e G R R

Fada harlini...........tanggal ... bulan ... 1&huh ..., atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan [Kepala Kantor Pelayanan
Fajak ......o.... Nomar .. tanggal ... yang bertindak unluk dan atas nama Pemarintah Republik Indonesia daltam hal ini
memilih damislil ai kantornya di ........ berdasarkan Surat Faksa vang dikeluarkan tanggal ... Mamor ... dan Surat zin
Penyande aan dari 'quFntFrl Kauangaﬁ Memar ... langgal ....... maka saya, Jurusila Pajak
Mama
Uriur
MIF
Parigkal Tt L e U SRR o
Jabatan Jurtisita Palak pada KPP/KPRBB ......ovvvivnn

Alamal lempal linggal

dengar dibantu 2 {dua) orang saksl warga negara Indonesia. yang 1slah mencapai usia 21 {dia puldh salul labun atau
zlah dewasa dan dopat dipercaya. yvailu |
1 MNama

Limk

Pargkal ‘

Jebatan/Pekeriaan | .....oeeien

Alamal

2, MNama
Umur
FPurighkal
JADAMANIPOREMRAN T ooviiimierinsrsormsabssnbibians e siges
Alamal

talah melakunan panynndmraan lerhadep Penangaung Pajak |
Tempmf‘langga: lahir

Alamat

Pekerfaan

Kewarganegaraan

Agama

gk, o . karena Penanggung Pajak mempunyal ulang pajak sehasar Rp | than Penanggung Pajak alragukan
lkad hamrﬂ;a n::iaian'n pelunasan utang p-ujak

Salinan berita acara ini disampaikan kepada kepala tempat penyanderaanirumali lahanan neqgara, Penanggung Pajak

yang bersangkutan, dan Bupatifallkoia,

Penanggung Pajak, Jurusila Fajak,
NI=
Kepala tempat p2nyanderaan/ Saksl

runsah tahanan negara,

Warta Periindang-undangan Ne 2288/Kamis, 04-08-2003 . =13
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Lampiran VI : Formulir surat izin kunjungan penanggung pajak yang disandera

DIRZKTORAT JENDERAL PAJAK
AT R SR IS B e e e | R
HANTOR PELAYANAMN PAJAKIBUMI DAN BANGUNAN ...

SURAT IZIN KUMJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG NISANDERA
SUTRE NGO v bR B i

Yang berdandatangan di bawah ini

Mama P T S R
MR

Alamat kantar ; e
Jabatan N 4 4 T S T Ty
Gerdasarkan sural permohdngn ... Nomor .. .. ; [t
cengan ini memberikan [2in kurjungan kepada

Hama

NoKTRISIPaspe:

Afamed v
Hubwingan dengan PR

anggal

Terbintap Penvngaung Pajall vang disandora
Melmta

MWo.Sural Parintah
Panyanderaan

Mama Rulan

Tanggal masuk Hutan
Alamal Hulen

Camikian lzin kunjungan im-dibarikan untuk dapat dinqunakan sapalinya.

wapala e OHCPRER

I

Warta Perundang-undangan No, 2288/4<amis, 04-09-2003 <14
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Lampiran V11 :
Formulir surat izin dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan

negara terhadap penanggung pajk yang disandera

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ...ooiiinamaii
KANTOR PELAYANAN PAJAK/BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUTAN
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat NOmor ! .o LETBY o orrtbbombrsiets

Yang berlandalangan di bawah ini

Mama

NIF

FlamatfKantor R R ot R R
Jagatan Ka KPP/KFREB ..

Berdasarkan sural kelerangan dokler .
fama

<acatan

Linit Kerja

Alamat kantar

Membrrikan izin unluk dirawat i Rumah Sakil ... 58lama hatt sijak sampal tengan
lerhatlap Penanggung Paiak |

Mama

Mo Surat Perintah

fenyandera

Nama Rulan

Tanggal masuk Rulan

Alarrial Rutan

Demikian sural izin inl dibnkan untuk dapat digenakan seperlinga

Kepaia KI'TYICRRBE

MNP

Warla Perundang-undangan Mo, 2288MWaimis, 04-08-2003 <15
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Lampiran VIIL JEE
Formulir surat pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang =

disundera
DIREKTORAT JENDERAL PAJANR
KANTOR WILAYAH .. :
KANTOR PELAYAMAN PAJAKIPAJAK ELIMI D.I'b.'\l EANGUNAM ............................
1] , G- Tanggal
Lamp. 1 (satu) sel
Hal : Pemberitahuan Pelepasan
Penanogung Pajak yang Disandera

¥th, Kepala Rumah Tahanan Magara ...
i

5ehrbungan dengan pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomar 19 Tabu 1947 lenlang Penagihan Sajak dengan
Surat Paksa sebagalmana telah diubah lerakhit dengan Undang-untdang Mamar 18 Talwe 2000, dengan inl diberitabukan
kepada Saudara untuk melepaskan Pinanggung Pajak y'!ng disandera dengan idemil s sebegal berikul

Nama Wa|lb Pajak = - i

NPWP

Alamal

Nama Penanggung Pajak

NPWP (jika ada)

Alamal

Jabatan

Umuritanggal lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kewarganagarann

Nomaor ldanlilas

(KTRISIMIFaspar)

Momarflanggol Sural Pernnialh

Fenyandaraan

Mnsa Panyandaraon SR SETRE

Tempal Penyanderaan I RUTAN

Alamal Tempal Panyanderaay!

Bahwa Penanggung Pajak yang disandera depa! cilepas dangan alasan telah menenabi persyaratan sebaon
berkut o™

8, ulang pajak dan blaya penagihan pajak lelah dibayar linas,

b, jengka waklu yang diletapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan lalal dijuiii

¢ berdasarikan putusan pengadilan yang telah mampunynl kekistan Hukum letan. atiu

d, berdasarkan pertimbangon tarentu darl Manter Keuangan atad Gl o

Demikian disampalkan, alas karfjasamanya diucapkan Wriou kpsin

iy Rantar KPPMPPEB

Tamblisan
Kopola Kantar Wilayalh . DJP

Lingkari sasunl dengan alasan palepasan panangung pojok ynng s

Warta Perundang-undangan No.2288/Mamis, 04-09-2003 |-18
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